PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.13/MEN/2012

TENTANG

SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan
perdagangan hasil perikanan ke Uni Eropa dan
dalam rangka ~mencegah, mengurangi, dan
memberantas kegiatan lllegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing, perlu meningkatkan
penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal
penangkap ikan Indonesia dan kapal penangkap
ikan asing;

bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil
Tangkapan Ikan belum sepenuhnya mampu
mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum
dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Hasil
Tangkapan lkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
mengatur kembali Peraturan Menteri tentang
Sertifikasi Hasil Tangkapan lkan;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
92 Tahun 2011;

4. Keputusan ...



Memperhatikan

Menetapkan

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.O5/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemantauan Kapal Perikanan;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan
Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 326), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.49/MEN/2011 (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 780);

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.0O8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 440);

European Council (EC) Regulation No. 1005/2008 of 29
September 2008 establishing a community system to
prevent, deter and eliminate illegal, unreported and
unregulated fishing;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Hasil Tangkapan lkan, yang selanjutnya disingkat SHTI,
adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang
diekspor bukan dari kegiatan lllegal, Unreported, and Unregulated (IUU)

Fishing.

. SHTI-Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi

hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk

tujuan pencatatan.

3. SHTI ...



3. SHTI-Lembar Turunan adalah surat keterangan yang memuat informasi
sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal
sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke
Uni Eropa.

4. SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan adalah surat keterangan
yang memuat informasi seluruh atau sebagian hasil tangkapan ikan
yang didaratkan dari kapal penangkap ikan sebagai dokumen yang
menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.

5. SHTI-Impor adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil
perikanan yang diekspor ke Uni Eropa menggunakan sebagian atau
seluruh bahan baku ikannya berasal dari negara lain yang sudah
menotifikasi Catch Certificate ke Uni Eropa.

6. Surat Keterangan Pendaratan lkan, yang selanjutnya disingkat SKPI,
adalah surat yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang
didaratkan bukan berasal dari kegiatan IUU Fishing.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

~N

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2
Sertifikasi Hasil Tangkapan lkan bertujuan untuk:

a. memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh
kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing
baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa;

b. membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas
(menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan 1UU Fishing;

c. memastikan penelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan pada
tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran; dan

d. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya
perikanan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi sertifikat, kewenangan
penerbitan, syarat dan tata cara penerbitan SHTI.

BAB Il
SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN

Pasal 4

(1) SHTI digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor untuk hasil
tangkapan ikan di laut yang berasal dari kapal penangkap ikan
Indonesia dan kapal penangkap ikan asing.

(2) SHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SHTI-Lembar Awal;
b. SHTI-Lembar Turunan; dan
c. SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan.

(3) Selain ...



(3)

Selain SHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap hasil
tangkapan ikan di laut dari kapal penangkap ikan asing yang masuk ke
Unit Pengolahan lkan (UPI) untuk diekspor kembali diterbitkan SHTI-
Impor.

Pasal 5

SHTI-Lembar Awal dan SHTI-Lembar Turunan diterbitkan untuk hasil
tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran
di atas 20 (dua puluh) gross tonnage (GT).

SHTI- Lembar Turunan Yang Disederhanakan diterbitkan untuk hasil
tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran
sampai dengan 20 (dua puluh) GT.

BAB Il
KEWENANGAN PENERBITAN SHTI

Pasal 6

Menteri memberikan kewenangan pelaksanaan SHTI kepada Direktur
Jenderal selaku Otoritas Kompeten.

Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompoten dalam pelaksanaan
penerbitan SHTI mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal.

Otoritas Kompeten Lokal terdiri dari:

a.Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Kementerian; dan

b.Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah.
Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pasal 7

Penetapan Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) berdasarkan kriteria:

a.

Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Kementerian:

1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;

2) terdapat UPI;

3) mempunyai sarana komunikasi yang memadai;

4) mempunyai Sumber Daya Manusia yang telah memiliki Sertifikat
Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; dan

5) terdapat Pengawas Perikanan.

Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah:

1) lokasinya relatif jauh dari Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT
Kementerian;

2) mempunyai sarana komunikasi yang memadai;

3) mempunyai Sumber Daya Manusia yang telah memiliki sertifikat
Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;

4) lokasinya relatif dekat dengan UPI/eksportir; dan

5) telah terdapat Pengawas Perikanan.
Pasal ...



(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Apabila Otoritas Kompeten Lokal berhalangan, maka penerbitan SHTI
dilaksanakan oleh Pejabat Alternate.

Pejabat Alternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Otoritas Kompeten bersamaan dengan penetapan Otoritas Kompeten
Lokal.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Alternate harus memiliki
Sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan lkan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan sertifikasi hasil tangkapan ikan, Otoritas Kompeten
berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan.

Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai kewenangan:

a. melakukan komunikasi dengan otoritas terkait di luar negeri/otoritas
kompeten negara importir/komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI;

b.melakukan notifikasi, antara lain: nama, specimen, Otoritas
Kompeten dan Otoritas Kompeten Lokal penerbit SHTI dan
perubahannya, Pejabat Alternate, dan perubahan SHTI; dan/atau

c. menyampaikan informasi berbagai perkembangan, peraturan dan
informasi dari otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara
importir/komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI.

Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan melakukan
pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan menyampaikan
hasilnya kepada Otoritas Kompeten.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN SHTI

Pasal 10

Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk
mendapatkan SHTI-Lembar Awal, mengajukan permohonan kepada
Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

S0 QO0TW

draft SHTI-Lembar Awal;
fotokopi Identitas Pemohon;
fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal,

. fotokopi Surat Izin Penangkapan lkan (SIPI);

laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan
SKPI bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil
tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak
ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal.

Pasal ...



(1)

(1)

Pasal 11

Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf e diterbitkan oleh Pengawas Perikanan paling lama 2
(dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap:

a. nama kapal;

b. nomor dan masa berlaku SIPI;

c. jenis alat penangkapan ikan;

d. tanggal dan daerah penangkapan;
e. pelabuhan pangkalan; dan

f. jenis dan berat ikan.

Bentuk dan format Ilaporan hasil verifikasi pendaratan ikan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diterbitkan oleh
Kepala pelabuhan perikanan/pelabuhan umum atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap:

a. fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh
pemilik kapal;

b. SIPI/surat pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan oleh
nelayan kecil;

c. Log book penangkapan ikan; dan

d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Bentuk dan format SKPI sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak
permohonan diterima secara lengkap, dengan memperhatikan:

a. hasil pengawasan kapal penangkap ikan; dan
b. daftar kapal pada RFMOs bagi kapal yang beroperasi di laut lepas.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Awal.

Bentuk dan format SHTI-Lembar Awal sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 14

Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk
mendapatkan SHTI-Lembar Turunan, mengajukan permohonan kepada
Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. fotokopi SHTI-Lembar Awal;

b. draft SHTI-Lembar Turunan; ¢. fotokopi ...



c. fotokopi Identitas Pemohon;

d. bukti pembelian ikan;

e. packing list invoice dari perusahaan; dan

f. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan.

Otoritas Kompeten Lokal berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan
dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya
permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau
penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan.

Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 15

Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk
mendapatkan SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan,
mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:

. draft SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan;
. fotokopi Identitas Pemohon;
bukti pembelian ikan;
. packing list invoice dari perusahaan,;
. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan;
laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan
. SKPI bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil
tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang
tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal.

Q@00 oY

Ketentuan mengenai laporan hasil verifikasi pendaratan ikan dan SKPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berlaku
mutatis mutandis ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak
diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan Yang
Disederhanakan.

Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk
mendapatkan SHTI-Impor, mengajukan permohonan kepada Otoritas
Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. draft SHTI- Impor;
b. sertifikat hasil tangkapan Negara asal ikan;

c. sertifikat ...



(2)

c. sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi;
d. sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan; dan
e. fotokopi Identitas Pemohon.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak
diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Impor.

Bentuk dan format SHTI-Impor sebagaimana tersebut dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam rangka memastikan penelusuran hasil perikanan yang akan di
ekspor ke Uni Eropa, Otoritas Kompeten Lokal dapat melakukan
pengecekan asal bahan baku hasil perikanan pada UPI terkait.

Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan melibatkan Pengawas Perikanan dan petugas yang menangani
pengolahan dan pemasaran ikan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengisian SHTI-Lembar Awal,
SHTI-Lembar Turunan, SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, dan
SHTI-Impor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan, dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap penerbitan SHTI.

Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten melakukan pembinaan
terhadap Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Kementerian, Kepala
Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, dan Pejabat Alternate sebagai
pelaksana penerbitan SHTI.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
melakukan pembinaan terhadap UPI, eksportir, importir, dan pemilik
kapal yang menggunakan SHTI.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
melakukan pembinaan terhadap Pengawas Perikanan dalam
melaksanakan penerbitan laporan hasil verifikasi pendaratan ikan.

Pasal ...



Pasal 20

(1) Otoritas Kompeten Lokal menyampaikan laporan pelaksanaan
penerbitan SHTI kepada Otoritas Kompeten setiap bulan.

(2) Otoritas kompeten berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melakukan evaluasi SHTI setiap 6 (enam) bulan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan peninjauan dan pertimbangan penetapan Otoritas
Kompeten Lokal.

Pasal 21
SHTI bukan merupakan surat jalan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Perikanan
Tangkapan lkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 669




LAMPIRAN I:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.13/MEN/2012

TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

LAPORAN VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN

A. PELABUHAN PERIKANAN ..o e

- Nomor

- Nama Petugas
Pendataan

- Tgl verifikasi

B. HASIL VERIFIKASI PENDARATAN IKAN

NAMA KAPAL NOMOR DAN MASA BERLAKU SIPI/SIKPI
JENIS ALAT TANGKAP WAKTU PENANGKAPAN
DAERAH
PENANGKAPAN PELABUHAN PANGKALAN
NO URAIAN JENIS IKAN BERAT IKAN (KG)
1.
2.
Dst.
CATATAN :
Petugas Pendataan Petugas Verifikasi

Laporan ini diterbitkan sebagai bahan pendukung dalam penerbitan Sertifikat Hasil
Tangkapan lkan (SHTI).
Petugas verifikasi adalah Pengawas Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

. _Sa\nan sesuai dengan aslinya
g ' Biro Hykum dan Organisasi, ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN II:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.13/MEN/2012

TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

A. SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN
DENGAN UKURAN DI ATAS 20 GT

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN (SKPI)
Nomor:

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN .......cccovvvennen.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan PT./Sdr. .......Nomor ........ Tanggal.....Perihal permohonan
penerbitan SKPI

2. Bukti Pendaratan ikan No: .............. Tgl.ooeeien.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...... tentang Usaha
Perikanan Tangkap;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...... tentang Sertifikasi Hasil

Tangkapan lkan.
Memberikan Surat Keterangan Pendaratan Ikan, kepada

Nama Kapal

Bendera

Pemilik Kapal

Nama Nakhoda :

Nomor SIPI/pendaftaran :

Masa Berlaku T S/
Ukuran Kapal : GT

DPI dan alat tangkap

Tgl penangkapan e s/d....l
dengan rincian jenis dan berat ikan yang didaratkan:

No. Jenis lkan Berat (ko)
1
2
Dst.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

........... , tgl, bin, thn

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN........



B. SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN
DENGAN UKURAN SAMPAI DENGAN 20 GT

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN (SKPI)
Nomor:

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN .......cccovvueneen.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan PT./Sdr. .......Nomor ........ Tanggal.....Perihal permohonan
penerbitan SKPI

2. Bukti Pendaratan ikan No: .............. Tgl.oeiien,

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...... tentang Usaha
Perikanan Tangkap;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...... tentang Sertifikasi Hasil

Tangkapan lkan.

Menerangkan bahwa kapal perikanan sebagaimana tersebut dalam surat ini benar

mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan....................... , pada tanggal
....... s/d.......
No. | Nama Ukuran No. Nama Jenis Berat Alat DPI
kapal | kapal (GT) | Pendaftaran | Nahkoda Ikan Ikan | Tangkap
/SIPI/masa (ko)
berlaku
1
2

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

........... , tgl, bin, thn

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN........

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN II1:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.13/MEN/2012

TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

4o BD an @ Cn

i L i B

REPUBLIC OF INDONESIA
CATCH CERTIFICATE

Document number/Nomor Dokumen Valldating Authority! Otoritas Pemvalldas]

1. Name/Nama Addressa/Alamat Telephone Number and Fax /
Nomor Telpon dan Fax

2. Fishing Vessel Neme Nama Fiag-Home Port and Reglstretion |Call sign / Kode
Kapal Number! Bendera P« asal |panggll Kapal
dan Nomor Reglstrasl
IMOMioyd™s number
(i Issued) | Nomor
IMO/Lloyd (ika ada)
Inmarsat No { Nomor Immarsat
Fishing llcence No-Valld fo/
Nomor ||In Penangkapan-Beriaku |Fax No j No Fax
sampal dengan
Tefephone No / Nomor Telepon
E-mail address (if issued/ Alamat
Email {jika ada)
3. Description of Product/ Type of processing authorised on  |4. References of applicable conservation end
Deskrips] produk board/ Tipe cara pengolahan yang |management measures/ Referens! darl tindakan
diljinkan di atas kapal pengelolaan dan konservasl yang diterapkan

Catfch area(s) and daies/ Area dan tanggal
penangkapan

Specfes/Spesies lkan Product code/ Kode produk




Estimated flve wolght (Kg)/ | Estimated weight fo be landed (Kg)/| Verlffed weight landed {kg) where appropriate/
Estimasi berat hitlup (Kg) | Estimasi berat yang didaratkan (Kg) |  Verifikasi barat ikan yang didaratkan (Kg)

5. Name of Master Fishing Vessel — Signature-Seal /Nama Nahkoda Kapal — Tanda tangan = Stempel :

6. Declaration of transhipment Signature and Date/ Transhipment date/aree  |Estimated weight (kg)/ Estimas|
at sea’ Name of Masfer of Tanggal dan tanda /position/ Tanggal berat (Kg)
fishing vessel/ Deklarasl tangan transhipmen/ area/Posisl
transhipmen di laut/ Nama
nakhoda kapal penangkapan

Master of recelving vessel/ Nama Vessel name/ Nama
Nakhoda kapal penerima Signature/ Tanda tangan kind

Call sign/ Kode
panggil

IMO/Lioyd™s number

{¥ issued)/ Nomor
IMO/Lloyd (llka adsa)

7. Transhipment Authorisation within a port area/ Otoritas transhipmen pada arsa pslabuhan perikanan
Name/ Nama Authority/ Otoritas Sigrnature/ Tanda tangan Address/Alamat

Port of Landing / Saal (Stamp) / Cap Stempel
Palgbuhan tempat
pendaratsn




Dafe/ Tanggal Seal (Stamp) / Cap Stempel

§. Flag State Authority Validation/ Otortias valldas| bendera negara :
Name/title/ Nama/ Signatury/ Tanda Datw/ Tanggal Seal (stemp)/ Cap Stampel
Jabatan tangan

10. Transporf detail {see appentix)/ Datail pengangkutan (lihat lampiran)
11. importer declaration/ Deklarasi Impertir
Name and Address of | Signature/ Tanda| Dafe/ Tanggal Seal/Stempal Product CN code/ Kods
Imporfer/ Nama dan tangan Produk CN
alamat Importir

Documents under Articies 14 (1) (2) of
Regulation (EC) N0 T005/2008/ Dokumen yang
gesual dengan artlkel 14 {1) (2} darl regulasl
(EC} No. 1005/2008

12 import control- Place/ Tempat Importation iportation Veriffcation requested - date/
authority/ Olaritas ‘authorised (*)/ Varifikasi yang diminta-tanggal
pangendallan Impor Impor

diperbolehkan (*)

Costums declaration (If issued)/ Date/ Tanggal Place/ Tempat
Dekiarasl Baa Cukal (Jika
dikeluarkan)

() Tick as appropriate/ Berl tanda |lka sesual




T e s (i @0 W S0 O GED - wIh GO0k GTh % 0th s

Appendix of T Pi detail p
[1- Country of Exporistion Pori/alr harbor/other place |Z. Exportar Signature IReterangan Eksportir

port detail /1

Vessel name and Flag /Nama kapal dan a

way bill
Nomor penerbangan

| Address/Alamat

Truck Nationality and register number/
N Kand. N arat 1

Raliway number /Nomor kereta apl

Other I
lalnnya

Signature/Tanda tangan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN IV:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.13/MEN/2012

TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

L
‘, o
{f . REPUBLIC OF INDONESIA {i 5
-b v H CATCH CERTIFICATE ‘i ‘.’
o EE
“ : (‘ Dy t numbeyy Nomor Dokumen Validating Authority/ Otaritas Pemvalldasl \= e
| |
3 Ha
| } iy
ﬁ | \
I ( 1. Name/Nama Address/Alamat Telephone Number and Fax / Ji ! E,

1. 2 Nomor Telpon dan Fax L

L 2. Fishing Vesssal Name /Nama Flag-Home Port and Registration |Call sign / Kode L

B sl Kapal Number/ Bendera Pelabuhan asal |panggll Kapal el
“ ; " dan Nomor Registrasi 5 3
L% Eard
Eid WOfoyd s number Lid
" = (¥ Issued) | Nomor El g
\ l‘ IMO/Lloyd (jlka ada) } o
] \

&3 inmarsat No / Nomor Immarsat By
| ( Fishing licence No-Valid fo/ ’ : |
Bl el Nomor Ijin Penangkapan-Berlaku |Fax No / No Fax e
‘. ‘ sampal dengan By
% { Telophons No { Noemor Telepon E "
) - - |
he E-mail addrsss (i lssuod/ Alamat Bar ]
‘. ( Emall {jika ada} ; [
I | e
\I' \ 3. Description of Product/ Type of processing authorised on |4. References of applicable conservation and : \
i (' Deskripal produk board! Tipe cara pengolahan yang |management measures/ Referensl darl tindakan ‘5 |
[ diijinkan di atas kapal pengelolaan dan konservasi yang diterapkan f |

iB i
i I | ‘I
% (\ ) |
‘-g {‘ Specles/Spesles lkan Product code/ Kode produk SRR mzﬂh":l"::‘“ — E \
Fl b
i fs
[ i | r\ |
" el
g b
i

e

’J“-




il Estimated live weight (Kg)/ | Estimated weight to be landed (Kg)/| Verified weight landed (kg) where appropriate/ | | |
| Estlmasl berat hidup (Kg) Estimas| borat yang didaratian (Kg) Voriflkas] berat Ikan yang didaratkan (Kg) ‘-} i
| |
iy [
P Ea
i | e
| [id
[ = 'r ‘ ..Ii
LRl i
ki R
" : } 5. Name of Master Fishing Vesssl - Signature-Seal/Nama Nahkoda Kapal - Tanda tangan - 8tempel : f % )
& ¢ ‘I
} f ¥
" L .‘i [‘.
] | b
\ e |
‘ | i
WA { |
e ES
: : L
‘i \‘ 6. Desclaration of transhipment Signaiure and Dafe/ Transhipment dete/ares | Estimabed weight (kg)/ Estimasl| “ ; i
L af sea/ Name of Master of Tanggal dan tanda /position/ Tanggal berat (iKg) [
[" ( fishing vesssl’ Deklarasl tangan transhipmen/ area/Poslis| ) )
it \‘ transhipmen di laut/ Nama B
‘F [. nakhoda kapal penangkapan '} .
2 L
I |
[ | 5
| Master of recatvi By
e Ing vessel/ Nama Vesssl neme/ Nama i
e ( Nakhoda kapal penerima Signature/ Tanda tangan hapal }
Hi Call sign/ Kode BL
i ( panggil b
Bt ."
i s | IMO/Lioyd"s number i
He {if issued) Nomor |
ko IMOILIoyd ik ada) ki
r | £
il
F [’ 7. Transhipment Authorisation within a porf arsa/ Otorltas transhlpmen pada area palabuhan perlkanan ‘i |
". ‘ Name/ Nama Authority/ Otoritas | Signature/ Tanda tangan Address/Alamat L@
e o £ ‘
|
| b
‘5 ' ( Telephone/Telp Port of Landing / Date of Landing/ Seal (Stamp) /Cap Stempsl ; i
B A Palabuhan tempat Tanggal ol
‘, £ ‘ pendaratan pendaratan ey
o F
L {} L]
i ,:.
P |
i E
B |




| [ 8 Nameand Signature / Tanda Date/ Tanggal Seal (Stamp) / Cap Stempel EE
(' address of tangan '1 2
| Exportlr/ Nama ; |
[ 1 dan alamat ( o)
[ ! Eksportir | /
e i
A £
=
1] he
o +
’ ( |
: f |
b i
3 b
!. | 9. Flag Siate Authority Validation/ Otorltas valldasl bendera negara - ‘ s
) Name/title/ Namal Signature/ Tanda Date/ Tanggal Seal (stamp)/ Cap Stempel f ‘.
‘ Jabatan tangan ’ i .
ot Bl
(S0 i
|
18 (&)
B il D
14 L&Y
{
e i
“ 4 Ll
f _ t 10. Transport detall (see appendix)/ Detall penganghkutan (llhat lampiran ) ) ; ‘
| | [11._importer declaration/ Deklarasi Importir el
| [‘ Name snd Address of | Signefure/ Tanda| Dafe/ Tanggal Sesl/Stampel Product CN code/ Kode ) £ "
.4 | importer/ Nama dan tangan Produk GN B
‘. o alamat Importir :‘\_ : .I;
B beg
Eerd Eee
B e
f .(| (s
Y | '\. K ‘u‘l
g 2
‘1 o Documents under Articios 14 (1) (2) of References/ Referens e
| { Reguiation (EC} N0 1005/2008/ Dokumen yang |
I [
hird sesual dengan artikel 14 (1) (2) darl reguiasi {dsy
| ‘ {f (EC) No. 100572008 l\‘i ; /'
|
{ ‘ ! \
Bt 14
e e ‘,f
% ._(\ )- ]
! l 12. Import control- Place/ Tompat Importation Importation Verification requesied - date/ '\._ " "."
b ( authority/ Otoritag authorised ("} | suspended (*)/ Impor| Veriflkasl yang diminta-tanggal ,i \
P pengendalien impor Impor ditahan () Fan
| / diperbolehkan {*) e
Fal bt
o b
) i) Cosfums declaration (f lssued)/ Number/ Nomor Date/ Tanggal Piace/ Tompat ll ‘
el Deklarasl Bea Cukal (Jika Eantl
[' | dikeluarkan) \l =
[) ( 1 £ [1
‘ ’ _'Ji ("} Tick as appropriate’ Berl tanda |lka sesual {_ 28 7]




Appendix of Transport detali / Lampliran detall pengangkutan

2 ‘ . L lace - & rangan porar

Negara ' F b

Vessel name and Flag /INama kapal dan bendera et Num Nomar

’ Kontainer

@

e

L . Name/N ama

[ =] Flight way bilf

R £ Nomor psnerbangan

T | Address/Alamat
;.. Truck Nati Mty and

| . 1

Other trensport document [ Dokumen transport
Ialnnya

Signature/ Tanda tangan

E
?
PJ et
|
|
|

e

_A.f_v,_,_,..,_ _4_

£,
2

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN V:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.13/MEN/2012

TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

{ :
L / REPUBLIC OF INDONESIA B
kol CATCH CERTIFICATE ot
“'\ (l SIMPLIFIED \ % fl
| |
b f 5
i L
Authorlty (name, address, feip, fax) / b
‘. o | Nomor D Otoritas Pamvalidas! {nama, alamat, telp, fax) %\_ Z
bl B
4 (I iy
b -
8 E8
Ji R 7. Description of product/Deskrips] produk |2 Referonces of appiicabla conservation and 7 danl | {
‘l : tindakan p dan § yang diterap! ! \
[ (_ 2 I‘I
R | Ld
- bk
| &l hat
{

| i
[H Ll
:‘] 1 ) [
e el
| L
bd Eod
i bad |
| ( Specios/ Spesios Product code/ Koda produk Verifiad weigit fanded (kg) / Verfikasl berat I “
f e Ikan yang didaratian (kg) | |
.li. |
{"1.' \
Ea "'
Ea
BE l;
Exdl
peed
ke




| Le

{

' bty
| f
/ : {| 3. Lixt of vessels who have provited ceiches and the quantiifas by sach veasef (name, registration number, efc. annaxed): ) ; “.‘
|‘ { Daftar kapal penangkap lkan dan Jumiah lkan yang ditangkap tiap kapal psnangkap lkan (nama, no. registrasl, dil terampir): ‘Li 3 “-‘
; ( 4. Name, address, teip and fax Signature’ Tanda Date/ Tanggal Seal (Stamp)/ Cap Btempel [£ “,
I : | of exportic’ Nama, alamat, telp tangan b J
“f ( dan fax ekaportic ‘-’ “
i Fo s
hed i
“ | | |
Iy 4 b
b L
I e
:‘ ( I ‘\
ik x|
el =
ba] 5. Fleg State sutharity validation/ Valldasl otorltas bandera negara Heg
j' ( Nama/title/ Nama/ Jabatan Signature/ Tanda Dafe/Tanggal Soal (stamp)/ Cap Stampel j ‘J
“ o '\ : ‘I\
bl P
| ; J| b |
it kel
e bk
\ ik ¥ /
) f \
| ‘I .‘} |
e | |
i f
e ke
I (| &. Transport datall (80 appendbe)/ Detall panganglutan (lihat lampiran) b ‘ o rJ
;' |
! : ion/ i i ! |

| £ b
[ wl Name and Signature’ Tanda tangan | Date’ Tanggal Soal/ Stompal Product CN coda / Kods Produk CN '\ ~(I‘
Bod Adress of Brg
E importer’ Nama Far
i | dan alamat P
\I [‘ Importir ; 1‘
: f |
8 (8
| l i |
o Bre
fa i
| |eimeorom) i \ey
i [ Otoritas Placel Tempat authorised Y | Anportation suspanded Vorification requosted - data | | /
| mps Impor ()] Impor ditahan (%) Verifikas! yang diminta-tanggal B
| pengehdalian diparbolshkan (] 550
i | Impor Ry
b b
1§ 13
| i |
g kel

o  Costums L

| | deciaration (if v r"
& (} e Number! Nomar Date/ Tanggal Plsce/ Tompat :) |
Eo Culeal {Jlka i
’ ( dikeluarkan) Ii _“'
e e
i
|‘ o) {4 Tiek a8 appropriais/ Borl anda [Ika seawal "'s i
B o o
i) i




[ S e e e e e
e =
b L5 ‘,
[‘ﬁ. i1 (‘ f :eh” /l delzl:,h“ - N I) i
t“ 2 {i e Container NurmbesryNomor ) [z

- Vesse! name and Flag ] Nama kapal dan bendera i { =
el b
e e la
ot P Fat
‘ E J Truck iy and et 5]
? ? Nomor Kendarssn darat pengangkut i ‘.
] : List /Daftar = f
[ ) Railhway number INomor kereta apl i é u/‘
L} p Other Gransport document 7 Dokumen Gansport % = ;
£ Ly
R o 5 Signature / Tanda tangan } e &
bl )

|

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN VI:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.13/MEN/2012

TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

(KOP SURAT PELABUHAN PERIKANAN)

DEKLARASI SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN IMPOR
CATCH CERTIFICATE (CC) DECLARATION FOR IMPORT FISH

Nomor/Number:

Reference: Article 14(2) of Council Regulation (EC) No. 1005/2008

Saya menyatakan bahwa produk perikanan olahan: (deskripsi produk dan kode HS)
telah diperoleh dari hasil tangkapan yang diimpor dengan sertifikat hasil tangkapan
ikan berikut:

I confirm that the processed fishery products: (product description and combined
nomenclature code) have been obtained from catches imported under the following
catch certificate (s):

Nomor Nama dan | Tanggal Deskripsi Total berat | Berat Berat

sertifikat | bendera kapal | validasi hasil yang diolah(kg) | produk

(Catch (Vessel (Validation | tangkapan didaratkan | (Catch setelah

certificate | name(s) and | date (s)) (Catch (Total processed | diolah (kg)

number) flag(s)) description) | landed (kg)) (Processed

weight (kg)) fishery

product
(kg))

Nama dan alamat perusahaan pengolah
Name and address of processing plant

Nama dan alamat eksportir jika berbeda dengan perusahaan pengolah
Name and address of exporter (if different from the processing plant)

Nomor approval pabrik pengolah
Approval number of the processing plant
Nomor dan tanggal health certificate
Health certificate number and date

Penanggung jawab Tanda tangan Tanggal Tempat
pabrik pengolah Signature: Date: Place:
Responsible of
processing plant:

Disahkan oleh otoritas kompeten: ......................



Endorsement by the competent authority

Petugas Tanda tangan | Tanggal Tempat
Official: dan stempel Date: Place:
Signature and
seal:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




